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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 05 TAHUN 2013 
TENTANG 

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA                           
UNIVERSITAS PERTAHANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung berlangsungnya proses 
belajar dan mengajar di lingkungan Universitas 
Pertahanan, perlu adanya Daftar Susunan Personel 
dan Tata Kerja Universitas Pertahanan; 

   b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban serta 
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Universitas Pertahanan, perlu diatur Daftar Susunan 
Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang 
Daftar Susunan Personel  dan Tata Kerja Universitas 
Pertahanan; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

   2.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

   3.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4439); 

   4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 

   7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3859); 

   8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 
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    9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

   10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang 
Diselenggarakan Oleh Pemerintah. 

   11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertahanan (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 469); 

   12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional 
Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian 
Pertahanan (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 31); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Pertahanan (Berita Negra Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 733). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DAFTAR 
SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA UNIVERSITAS 
PERTAHANAN.  

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Universitas Pertahanan yang selanjutnya disingkat Unhan adalah 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, 
vokasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni  di 
bidang pertahanan negara dan bela negara.  

2.  Pegawai Unhan adalah Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan yang 
ditugaskan  di lingkungan Unhan yang terdiri dari Pegawai Negeri 
Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.  

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam 
organisasi Kementerian atau Lembaga.  

4. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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5. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri 
sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan 
atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri 
yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. 

6. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat 
pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit 
organisasi Kementerian atau Lembaga. 

7. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri 
yang bersangkutan. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  

Pasal 2 
(1) Unhan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan dan secara teknis fungsional dibina oleh 
Kementerian Pertahanan; 

(2) Pembinaan teknis akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi penentuan program studi pendidikan, kurikulum program 
studi, kemahasiswaan, proses belajar mengajar dan wisuda. 

(3) Pembinaan teknis fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi pembinanaan organisasi, pembinaan personel dan 
dukungan administrasi. 

Pasal 3 
Unhan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni  di bidang pertahanan negara 
dan bela negara.  

Pasal 4 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Unhan menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran di bidang pertahanan negara 

dan bela negara; 
b. pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, kerja sama 

kelembagaan dan penjamin mutu di bidang pertahanan negara 
dan bela negara; 

c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan/atau seni di bidang pertahanan 
negara dan bela negara; dan 

d. pembelajaran dan/atau penerapan dalam pengabdian kepada 
masyarakat melalui bidang pertahanan negara. 
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BAB III 

UNSUR PIMPINAN UNHAN 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal  5 

Unsur pimpinan Unhan terdiri atas: 
a. Rektor; dan 

b. Wakil Rektor. 
Pasal 6 

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu pemimpin dan 
penanggung jawab tertinggi atas penyelenggaraan kegiatan kegiatan 
akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan serta mengendalikan 
dan melakukan evaluasi seluruh kegiatan dalam rangka mencapai visi dan 
misi Unhan. 

Pasal 7 
Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas 
memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. 

Pasal 8 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
Rektor menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; 
b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang pertahanan 
negara dan bela negara; 

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya 

dengan lingkungan; dan 
e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif. 

Bagian Kedua 

Wakil Rektor 
Pasal 9 

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu 
unsur pembantu Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Rektor. 
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